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ABSTRAK 
 
RESKI PARAMITA GIANTO (B111 12 295), Tinjuan Yuridis Terhadap 
Tindak Pidana Kepemilikan Tanpa Hak dan Penyalahgunaan Narkotika 
Golongan I Bukan Tanaman (Putusan Kasus Nomor. 
88/Pid.Sus/2014/PN TJS). Di bawah bimbingan M. Syukri Akub sebagai 
Pembimbing I dan Haeranah sebagai Pembimbing II. 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana 
materil dan mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan 
sanksi terhadap tindak pidana kepemilikan tanpa hak dan penyalagunaan 
narkotika golongan I bukan tanaman pada Putusan No.88/ Pid.Sus/ 
2014/PN.TJS. 
 
 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 
hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang 
mengacu kepada norma-norma dan asas-asas hukum yang terdapat dalam 
peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Penelitian ini 
dilakukan di Pengadilan Negeri Tanjung Selor dan Perpustakaan Fakultas 
Hukum Universitas Hasanuddin. 
 
 Adapun temuan yang didapatkan dari hasil penelitian. Pertama, 
surat dakwaan yang digunakan Jaksa Penuntut Umum pada kasus ini 
adalah dakwaan alternatif. Surat dakwaan alternatif tidak tepat karena 
mengingat bahwa terdakwa melanggar 2 ketentuan pidana yaitu Pasal 112 
ayat 1 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 127 ayat 1 huruf 
a UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, sehingga surat dakwaan yang 
sebaiknya digunakan adalah surat dakwaan kumulatif. Terdakwa 
melanggar 2 ketentuan pidana yang disebut sebagai Concurcus Realis 
berdasarkan Pasal 69 KUHP. Kedua, terdakwa dijatuhkan hukuman pidana 
penjara oleh majelis hakim selama 4 tahun 6 bulan dan denda sebesar 
Rp.800.000.000 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan 
maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan, sangat 
ringan kerena mengingat bahwa adanya unsur pemberatan pada terdakwa 
karena selain melanggar 2 ketentuan pidana (Concurcus Realis), terdakwa 
juga adalah seorang residivis sehingga hukuman lebih dari  4 tahun 6 bulan 
tetapi tidak lebih dari batas maksimal pasal yang dilanggar lebih tepat 
dijatuhkan kepada terdakwa. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A.     Latar Belakang Masalah 
 Seiring dengan perkembangan masyarakat dalam berbagai aspek 
kehidupan, maka seiring dengan itu juga masalah-masalah yang timbul 
dalam masyarakat semakin berkembang pula bahkan semakin kompleks, 
dan diantara masalah itu yang menjadi perhatian penting pemerintah dalam 
beberapa tahun1 terakhir adalah permasalahan Narkotika. 
 Fakta yang dapat kita saksikan hampir setiap hari baik melalui media 
cetak maupun elektronik bahwa ternyata penyalahgunaan narkotika 
tersebut telah merebak kemana-mana tanpa pandang bulu, dari muda 
sampai tua, dari orang-orang terhormat sampai kaum awam, mereka yang 
berpendidikan sampai yang tak berpendidikan, sering kali terlibat dalam 
penyalahgunaan narkotika. Terutama di antara generasi remaja yang 
kiranya sangat diharapkanmenjadi generasi penerus bangsa yang akan 
membangun di masa mendatang. 
 Fenomena ini menyadarkan kita bahwa penyalahgunaan dan 
kepemilikan tanpa hak narkotika merupakan tanggung jawab negara dan 
masyarakat. Sebagaimana juga yang kita bahas mengenai zat atau obat 
narkotika ini dapat menurunkan aktivitas otak atau merangsang susunan 
syaraf, pusat dan menimbulkan kelainan perilaku, disertai dengan 
timbulnya halusinasi (mengkhayal), ilusi, gangguan cara berpikir, 
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perubahan alam perasaan dan dapat menyebabkan ketergantungan serta 
mempunyai efek stimulasi (merangsang) bagi para pemakainya. 
 Sebagai reaksi yang didorong oleh rasa keprihatinan yang 
mendalam atas meningkatnya produksi, permintaan, penyalahgunaan dan 
peredaran gelap narkotika serta kenyataan bahwa anak-anak dan remaja 
digunakan sebagai konsumen (pemakai) narkotika secara gelap, serta 
sebagai sasaran produksi , distribusi, dan perdagangan gelap narkotika, 
telah mendorong lahirnya Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang 
Pemberantasan Gelap Narkotika 1988 dan convention on narcotics 
subtances 1971,  konvensi tersebut merekomendasikan kepada negara-
negara anggota agar dalam perundang-undangannya diancamkan sanksi 
pidana cukup berat, di samping dapat dikenakan hukuman badan dan juga 
dikenakan pidana denda, tetapi dalam kenyataannya para pelakunya justru 
semakin meningkat. Hal ini disebabkan oleh faktor penjatuhan sanksi 
pidana tidak memberikan dampak atau deterrent effect terhadap para 
pelakunya tersebut. 
 Di samping itu, tidak kalah pentingnya ialah masalah peran serta 
masyarakat sesuai tuntutan undang-undang, yakni melakukan upaya 
pencegahan penyalahgunaan narkotika dengan kewajiban malaporkan bila 
mengetahui penyalahgunaan narkotika atau pemilikannya secara tidak sah. 
Tuntutan sikap penegak hukum ialah wajib memberikan jaminan 
perlindungan dan keaman bagi saksi yang telah melaporkan 
penyalahgunaan narkotika tersebut. Keseriusan pemerintah dalam hal ini 
dapat kita lihat secara jelas undang-undang yang lebih khusus sebagai 
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wujud nyata dari kekhawatiran itu, maka pemerintah kemudian 
mengeluarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika 
dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hal ini 
dianggap perlu sebagai tindak lanjut dari penanggulangan bahaya tindak 
pidana narkotika yang secara umum dapat mengancam ketertiban umum, 
menganggu keamanan dan memutus rantai generasi lost generation yang 
pada akhirnya akan menghambat pembangunan nasional. 
 Dalam kajian kriminologi kejahatan narkotika dan sejenisnya 
digolongkan sebagai kejahatan tanpa korban “victimless crime” 
dikarenakan adanya dua pihak yang melakukan transaksi namun keduanya 
merasa tidak mengalami kerugian atas piihak yang lain. Berbeda misalnya 
dengan kejahatan pembunuhan, pemerkosaan atau perampokan di mana 
jatuhnya korban jelas sekali terlihat. 
 Meningkatnya tindak pidana narkotika ini pada umumnya 
disebabkan dua hal, yaitu : pertama, bagi para pengedar menjanjikan 
keuntungan yang besar, sedangkan bagi para pemakai menjanjikan 
ketentraman dan ketenangan hidup, sehingga beban psikis yang dialami 
dapat dihilangkan. Kedua, janji yang diberikan narkotika ini menyebabkan 
rasa takut terhadap resiko tertangkap menjadi berkurang bahkan sebaiknya 
akan menimbulkan rasa keberanian. 
 Keadaan semacam inilah yang menyebabkan terciptanya 
kemudahan bagi terbentuknya mata rantai peredaran gelap narkotika. Dan 
hal ini terus berkembang seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan 
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dan teknologi, dan dari apa yang kita lihat dalam berbagai media massa, 
Indonesia sudah berada dalam rantai peredaran internasional. 
 Kasus Perkara Putusan No. 88/Pid.Sus/2014/PN Tanjung Selor 
“Tentang Tindak Pidana Narkotika”, merupakan kasus kepemilikan tanpa 
hak atas narkotika, yang dimana narkotika hanya dapat dimiliki oleh subjek 
hukum yang diberi wewenangn oleh undang-undang. Perlu diamati 
berbagai penerapan hukum pidana yang telah diterapkan oleh Pengadilan 
Negeri Tanjung Selor dan penerapan sanksi pidana yang telah diterapkan 
oleh hakim dalam mengambil suatu keputusan. Dalam hal ini hakim 
haruslah memperhatikan nilai-nilai hukum, agar dalam menjatuhkan sanksi 
tidak mengurangi rasa keadilan bagi seluruh elemen. 
Penegakan hukum terhadap tindak pidana Narkotika telah banyak 
dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan 
hakim. Dengan demikian, penegakan hukum ini diharapkan mampu 
menjadi faktor penangkal terhadap merebaknya perdagangan gelap serta 
peredaran Narkotika. Tapi dalam kenyataannya justru semakin intens 
dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran serta 
perdagangan gelap Narkotika tersebut. Pengedar bisa siapa saja tanpa 
memandang umur dan strata sosial dalam masyarakat. 
 Ketentuan perundang-undangan yang mengatur masalah Narkotika 
telah disusun dan diberlakukan, namun demikian kejahatan yang 
menyangkut Narkotika ini belum dapat diredakan. Dalam berbagai kasus, 
telah banyak bandar-bandar dan pengedar narkoba tertangkap dan 
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mendapat sanksi berat, namun pelaku yang lain seperti tidak menghiraukan 
bahkan lebih cenderung untuk memperluas daerah operasinya. 
Hal inilah yang melatarbelakangi Penulis memilih judul skripsi ini 
“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kepemilikan Narkotika Golongan 
I Bukan Tanaman (Studi Kasus Putusan No. 88/Pid. Sus/ 2014PN.Tjs)” 
B. Rumusan Masalah 
 Agar pembahasan dalam penulisan tidak terlalu luas dan tidak 
menyimpang dari pokok permasalahan yang diharapkan penulis, perlu 
kiranya diadakan pembatasan masalah dengan harapan dapat 
mempermudah penullis dalam membuat penulisan, mengingat begitu 
banyak kebijakan yang telah dikeluarkan dalam penanggulangan tindak 
pidana narkotika, maka penelitian ini dibatasi dalam lingkup permasalahan: 
1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap tindak 
pidana kepemilikan tanpa hak dan penyalahgunaan narkotika 
golongan I bukan tanaman pada putusan Pid. No. 
47/Pid.Sus/2015/PN Tjs? 
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan 
sanksi pidana kepemilikan tanpa hak dan penyalahgunaan Narkotika 
golongan I bukan tanaman pada putusan Pid. No. 
88/Pid.Sus/2014/PN Tjs? 
C. Tujuan Penelitian 
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 Suatu penelitian harus memiliki tujuan yang jelas. Hal ini diperlukan 
untuk mengetahui apa yang sebenanrnya dicari oleh peneliti sehingga 
memberikan arah dalam melangkah sesuai dengan maksud penelitian. 
Selain itu penelitian bertujuan untuk dapat mengetahui metode dan 
kombinasi metode penelitian manakah yang paling baik dan tepat 
digunakan dalam masing-masing macam penelitian Hukum. Berdasarkan 
hal tersebut, tujuan diadakan penelitian ini adalah: 
1.Tujuan Objektif 
a. Untuk mengetahui Penerapan hukum pidana materil 
 terhadap tindak pidana kepemilikan tanpa hak dan 
 penyalahgunaan narkotika golongan I bukan tanaman pada 
 putusan Pid. No. 88/ Pid.Sus/ 2014/PN Tjs. 
b. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam 
 menjatuhkan sanksi pidana kepemilikan tanpa hak dan 
 penyalahgunaan narkotika golongan I bukan tanaman pada 
 putusan Pid. No. 88/Pid.Sus/2014/PN Tjs. 
2.Tujuan Subjektif 
a. Untuk manambah dan memperluas wawasan, pengetahuan 
 dan kemampuan penulis dalam bidang Hukum Pidana, 
 khususnya menyangkut masalah tindak pidana narkotika 
 yang tertuang dalam Undang-Undang Narkotika di Wilayah 
 Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor. 
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b. Untuk memenuhi tugas akhir sebagai syarat memperoleh 
 gelar ke Sarjanaan (S1 ) di Fakultas Hukum Universitas 
 Hasanuddin. 
D. Manfaat Penelitian 
 Penelitian mengenai tindak pidana kepemilikan dan penyalahgunaan 
narkotika Undang-Undang Nomor Tentang Narkotika, diharapkan dapat 
memberikan manfaat sebagai berikut: 
1. Manfaat Secara Teoritis 
Dengan adanya penelitian ini penulis berharap semoga  dapat 
mengembangkan pengetahuan di bidang hukum dan menjadi 
bahan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang tentu 
lebih mendalam lagi, khususnya mengenai tindak pidana 
kepemilikan dan penyalahgunaan narkotika. 
2. Manfaat Secara Praktis 
Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat 
secara praktis bagi penegak hukum dalam praktik pengambil 
kebijakan khususnya dalam menangani masalah tindak pidana 
Narkotika. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Beberapa Pengertian Yuridis 
1. Tindak Pidana 
 Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari bahasa Belanda 
yaitu Strafbaarfeit atau delict yang berasal dari bahasa latin delictum. 
Sedangkan perkataan “feit” itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti 
“sebagian dari kenyataan” atau “een gedeelte van werkelijkheid” sedangkan 
“strafbaar” berarti “dapat dihukum”, sehingga secara harfiah perkataan 
“strafbaar feit” itu dapat diterjemahkan sebagai “sebagaian dari suatu 
kenyataan yang dapat dihukum.1 
Dalam hukum Islam, tindak pidana (delik, jarimah) diartikan sebagai 
perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syarak yang diancam oleh Allah 
SWT dengan hukuman hudud atau takzir. Larangan-larangan syarak 
tersebut adakalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang atau 
meninggalkan perbuatan yang diperintahkan2. 
Beberapa pendapat pakar hukum mengenai Strafbaar feit, antara  
lain sebagai berikut: 
                                                          
1P.A.F. Lamintang 1997, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, PT Citra Adya 
Bakti, Bandung. Hlm. 181. 
2Achmad Ali, 2010, Yusril Versus Criminal Justice System, PT.Utimoha Ukhuwah 
Grafika, Makassar, hlm.48 
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1. Moeljatno, mengatakan bahwa strafbaar feit adalah suatu perbuatan 
yang dilarang oleh suatu aturan hukum, dimana larangan tersebut 
adalah ancaman (sanksi) yang berupa pemidanaan bagi siapa yang 
melanggar larangan tersebut. Atau dapat juga dirumuskan bahwa 
perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum 
dilarang dan diancam pidana.3 
2. Van Hattum, mengatakan bahwa perkataan straafbaar itu berarti 
voor straaf inaanmerking komend atau straaf verdienend yang juga 
mempunyai arti sebagai ‘pantas untuk hukum’, sehingga perkataan 
straafbar feit seperti yang telah digunakan oleh pembuat Undang-
undang di dalam KUHP itu secara eliptis, harus diartikan sebagai 
suatu ‘tindakan’ oleh karena telah melakukan tindakan semacam itu 
membuat seseorang menjadi dapat dihukum, atau “feit terzakevan 
hetwelkeen person straafbaar is”.4 
3. Menurut Simons, Strafbaar feit yaitu suatu tindakan melanggar 
hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang 
dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh 
undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat 
dihukum.5 
4. Pompe, Strafbaar feit yaitu suatu pelanggaran norma (gangguan 
terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak 
                                                          
3P.A.F. Lamintang 1996, hlm.185 
4ibid.hlm.184 
5ibid. hlm. 34. 
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sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan 
hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya 
tertib hukum.6 
5. Hasewinkel Suringa, Strafbaar feit yaitu suatu perilaku manusia yang 
pada suatu saat tertentu telah ditolak didalam suatu pergaulan hidup 
tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh 
hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat 
memaksa yang terdapat didalam undang-undang.7 
Lebih lanjut, istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-
gerik tingkah laku dan gerak-gerik jasmani seseorang. Hal-hal tersebut 
dapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak 
berbuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana. 
2.Narkotika 
Secara terminologi, dalam Kamus Besar Indonesia, narkotika adalah 
obat yang dapat menenagkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, 
menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang. 
Menurut Taufik Makarao secara umum, yang dimaksud dengan 
narkotika adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-
pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya. Narkotika 
disini sama artinya dengan “drug”, yaitu sejenis zat yang apabila 
                                                          
6Ibid., hlm. 35.   
7Ibid. hlm. 185. 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dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu 
pada si pemakai, yaitu8: 
a. Mempengaruhi kesadaran; 
b. Memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap 
perilaku manusia; 
c. Pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa: 
1) Penenang; 
2) Perangsang (bukan rangsangan sex); 
3) Menimbulkan halusinasi (pemakainya tidak mampu 
membedakan antara khayalan dan kenyataan, kehilangan 
kesadaran akan waktu dan tempat). 
Pada mulanya zat narkotika ditemukan orang yang penggunaannya 
ditujuan untuk kepentingan umat manusia, khususnya dibidang 
pengobatan. Dengan berkembang pesat industri obat-obatan dewasa ini, 
maka kategori jenis zat-zat narkotika semakin meluas pula seperti halnya 
yang tertera dalam lampiran Undang-undang Narkotika No. 35 Tahun 2009. 
Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut, maka 
obat-obat semacam narkotika berkembang pula cara pengolahannya. 
Namun belakangan diketahui pula bahwa zat-zat narkotika tersebut 
memiliki daya kecanduan yang biasa menimbulkan si pemakai bergantung 
                                                          
8Taufik Makaro, 2005, Tindak Pidana Narkotika, Ghalia Indonesia, Jakarta. Hlm.16 
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hidupnya terus-menerus pada obat-obat narkotika itu. Dengan demikian, 
maka untuk jangka waktu yang mungkin agak panjang si pemakai 
memerlukan pengobatan, pengawasan, dan pengendalian guna bisa 
disembuhkan.9 
Menurut Amir Ilyas, tindak pidana merupakan suatu istilah yang 
mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum sebagai istilah 
yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada 
peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang 
abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum 
pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah 
dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang 
dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.”10 
 
 
3.Jenis-Jenis dan Penggolongan Narkotika 
Jenis-jenis narkotika yang perlu diketahui dalam kehidupan sehari-hari 
karena mempunyai dampak negatif, terutama terhadap kaum remaja yang 
dapat menjadi sampah masyarakat bila terjerumus ke jurangnya, adalah 
sebagai berikut: 
                                                          
9ibid. hlm. 17 
10Amir Ilyas, 2012, Asas-asas Hukum Pidana, Rangkang Education 
Yogyakarta dan Pukap Indonesia, Yogyakarta, hlm. 18 
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1. Candu atau disebut juga dengan opium 
Berasal dari sejenis tumbuh-tumbuhan yang dinamakan 
Papaver Somniferum, nama lain dari candu selain opium adalah 
madat, di Jepang disebut “ikkanshu”, di Cina disebut “Japien”. 
Banyak ditemukan di negara-negara, seperti Turki, Irak, India, Mesir, 
Cina, Thailand, dan beberapa tempat lain. Bagian yang dapat 
dipergunakan dari tanaman ini adalah getahnya yang diambil dari 
buahnya, narkotika jenis candu atau opium termasuk jenis 
depressants yang mempunyai pengaruh hypnotic dan tranglizer. 
Depressants , yaitu merangsang sistem saraf parasimoatis, dalam 
dunia kedokteran dipakai sebagai pembunuh rasa sakit yang kuat. 
Ciri-ciri dari tumbuhan-tumbuhan papaver somniferium  ini di antara 
lain adalah : 
 Termasuk golongan tumbuhan semak (perdu); 
 Warna daun hijau tua (keperak-perakan); 
 Lebar daun 5-0 cm dan panjang 10-25 cm; 
 Permukaan daun tidak rata melainkan melekuk-lekuk; 
 Buahnya berbentuk seperti tabuh gong 
 Pada tiap tangkai hanya terdapay 1 (satu) buah saja 
yang berbentuk buah polong bulat sebesar buah jeruk, pada 
ujungnya mendatar dan terdapat gerigi-gerigi. 
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Candu ini terbagi dalam dua jenis, yaitu candu mentah dan 
candu matang. Untuk candu mentah dapat ditemukan dalam kulit 
buah, daun, dan bagian-bagian lainnya yang terbawa sewaktu 
pengumpulan getah yang mengering pada kulit buah, bentuk candu 
mentah berupa adonan yang membeku seperti aspal lunak, 
berwarna coklat kehitam-hitaman dan sedikit lengket. Sedangkan 
candu masak merupakan hasil olahan dari candu mentah. 
Ada dua macam masakan candu, yaitu: 
1. Candu masakan dingin (cingko); 
2. Candu masakan hangat (jicingko). 
Apabila jicingko dan cingko dicampur maka dapat menjadi 
candu masak yang memiliki kadar morphin tinggi, warna candu 
masak coklat tua atau coklat kehitam-hitaman. 
Candu dan opium ini turunannya menjadi morphine dan heroin 
(putau). 
Dalam bentuk sintesis (buatan yang diolah secara kimiawi di 
farmakologi) morphine dan heroin hasilnya berupa pethidine dan 
methadone digunakan sebagai obat. 
2. Morphine 
Adalah zat utama yang berkhasiat narkotika yang terdapat pada 
candu mentah, diperoleh dengan jalan mengolah secara kimia. 
Morphine termasuk jenis narkotika yang membahayakan dan memiliki 
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daya eskalasi yang relatif cepat, dimana seseorang pecandu untuk 
memperoleh rangsangan yang diingini selalu memerlukan 
penambahan dosis yang lambat laun membahayakan jiwa. 
Dalam penjualan di farmasi bahan morphine dicampur dengan 
bahan lain, misalnya tepung gula, tepung kina, dan tablet APC yang 
dihaluskan. Menurut Pharmatologic Principles of Medical Practice by 
John C. Kranz dan Jeleff Carr, bahwa sebagai obat morphine berguna 
untuk hal berikut: 
1. Menawarkan (menghilangkan) penderitaan sakit nyeri, hanya 
cukup dengan 10 gram. 
2. Menolak penyakit mejan (diare). 
3. Batuk kering yang tidak mempan codeine. 
4. Dipakai sebelum diadakan pembedahan. 
5. Dipakai didalam pembedahan di mana banyak mengeluarkan 
darah. Karena tekanan darah berkurang. 
6. Sebagai obat tidur bila rasa sakit menghalang-halangi 
kemampuan untuk tidur, bila obat bius yang lebih lembut tidak 
lembut tidak mampu membuat rasa kantuk (tidur).11 
Tetapi bila pemakaian morphine disalahgunakan maka akan 
selalu menimbulkan ketagihan phisi bagi si pemakai. Dari penemuan 
                                                          
11Redaksi Badan Penerbit Alda Jakarta, Menanggulangi Bahaya Narkotika, 
penerbit Amanah R.I/B.P.Alda, hal.33 
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para ahli farmasi hasil bersama antara morphine dan opium/candu 
menghasilkan codeine, efek kodeine lebih lemah dibandingkan heroin. 
3. Heroin 
Berasal dari tumbuhan papaver somniferum, seperti telah 
disinggung diatas bahwa tanaman ini juga menghasilkan codein, 
morphine, dan opium. Heroin disebut juga dengan sebutan putau, zat ini 
sangat berbahaya bila di konsumsi kelebihan dosis, bisa mati seketika. 
4. Cocaine 
Berasal dari tumbuh-tumbuhan yang disebut erythroxylon coca. 
Untuk memperoleh cocaine yaitu dengan memetik daun coca, lalu 
dikeringkan dan diolah di pabrik dengan menggunakan bahan-bahan 
kimia. Serbuk cocaine berwarna putih, rasanya pahit dan lama-lama 
serbuk tadi menjadi basah. Ciri-ciri cocaine antara lain adalah : 
 Termasuk golongan tanaman perdu dan belukar; 
 Di Indonesia tumbuh di daerah Malang atau Besuki Jawa Timur; 
 Tumbuh sangat tinggi kira-kira 2 (dua) meter; 
 Tidak berduri, tidak bertangkai, berhelai daun satu, tumbuh satu-satu 
pada cabang atau tangkai; 
 Buahnya berbentuk lonjong berwarna kuning-merah atau merah saja 
apabila sudah dimasak. 
5. Ganja 
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Berasal dari bunga dan daun-daun sejenis tumbuhan rumout 
bernama cannabis sativa. Sebutan lain dari ganja yaitu mariyuana, 
sejenis dengan mariyuana adalah hashis yang dibuat dari damar 
tumbuhan cannabis sativa. Efek dari hashis lebih kuat dari ganja.Ganja 
di Indonesia pada umumnya banyak terdapat di daerah Aceh, walau di 
daerah lain pun bisa tumbuh. 
Ganja terbagi atas dua jenis, yaitu : 
1. Ganja jenis jantan, di mana jenis seperti ini kurang 
 bermanfaat. Yang diambil hanya seratnya saja untuk 
 pembuatan tali. 
2. Ganja jenis betina, jenis ini dapat berbunga dan berbuah, 
 biasanya digunakan untuk pembuatan rokok ganja. 
Selain dikenal sebagai beberapa jenis ganja, terdapat pula 
beberapa variasi tentang ganja, yaitu: 
a. Minyak ganja; 
b. Damar atau getah ganja yang disebut dengan hashis yang 
 diperoleh dengan melalui proses penyulingan; 
c. Budha stick atau thai stick. 
6. Narkotika sintesis atau buatan 
Adalah sejenis narkotika yang dihasilkan dengan melalui proses 
kimia secara farmakologi yang sering disebut dengan istilah Napza, 
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yaitu kependekan dari Narkotika Alkohol Psikotropika dan Zat Adiktif 
laiinya. 
Napza tergolong zat psikotropika, yaitu zat yang tertama 
berpengaruh pada otak sehingga menimbulkan perubahan pada 
perilaku, perasaan, pikiran, persepsi, dan kesadaran. 
Narkotika sinthesis ini dibagi menjadi 3 bagian sesuai menurut 
reaksi terhadap pemakainya, antara lain; 
 
 
a. Depressants 
Depressants atau depresi, yaitu mempunyai efek 
megurangi kegiatan dari susunan syaraf pusat, sehingga dipakai 
untuk menenangkan syaraf seseorang atau mempermudah 
orang untuk tidur. Yang termasuk zat adiktif dalam golongan 
depreassants adalah sebai berikut. 
 Sedativ/Hinotika (obat penghilang rasa sakit) 
 Tranguilizers (obat penenang) 
 Mandrax 
 Ativan 
 Valium 5 
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 Metalium 
 Rohypol 
 Nitrazepam 
 Megadon, dan lain lain. 
Pemakaian obat ini menjadi delirium, bicara tak jelas, ilusi 
yang salah, tak mampu mengambil keputusan cepat dan tepat. 
 
b. Stimulants 
Yaitu merangsang sistem syaraf simpatis dan berefek 
kebalikan dengan depresants, yaitu menyebabkan peningkatan 
kesiagaan, frekwensi denyut jantung bertamnah/berdebar, 
merasa lebih tahan bekerja, merasa gembira, sukar tidur, dan 
tidak merasa lapar. Obat-obat yang tergolong stimulants antara 
lain sebagai berikut: 
 Amfetamine/ectacy 
 Meth-Amphetamine/shabu-shabu 
 Kafein 
 Kokain 
 Khat 
 Nikotin 
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Obat-obat ini khusus digunakan dalam jangka waktu 
singkat guna mengurangi nafsu makan, mempercepat 
metabolisme tubuh, menaikkan tekanan darah, memperkeras 
denyut jantung, serta menstimulir bagian-bagian syaraf dari otak 
yang mengatur semangat dan kewaspadaan. 
 
 
c. Hallucinogens/halusinasi 
Zat semacam halusinasi dapat menimbulkan perasaan-
perasaan yang tidak nyata kemudian meningkatkan pada 
halusinasi-halusinasi atau khayalan karena persepsi yang salah, 
artinya si pemakai tidak dapat membedakan apakah itu nyata 
atau hanya ilusi saja. 
Yang termasuk dalam golongan obat ini adalah sebagai berikut: 
 L.S.D (Lysergic Acid Diethylamide) 
 P.C.D (Phencylidine) 
 D.M.T (Demithyltrytamine) 
 D.O.M (Illicit Form of STP) 
 Psilacybe Mushrooms 
 Peyote Cavtus, Buttons dab Ground Buttons 
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d. Obat adiktif lain 
Yaitu yang mengandung alkohol, seperti beer, wine, whisky, 
vodka, dan lain-lain. Minuman lokal, seperti suguer, tuak, dan 
lain-lain. Pecandu alkohol cenderung mengalami kurang gizi 
karena alkohol menghalagi penyerapan sari makanan seperti 
glukosa, asam amino, asam folat, calcium, magnesium, dan 
vitamin B12. Keracunan alkohol akan menimbulkan mukah 
merah, bicara cadel, sempoyongan waktu berjalan karena 
gangguan keseimbangan dan koordinasi motorik, dan akibat 
yang paling fatal adalah kelainan fungsi susunan syaraf pusat 
seperti neuropati yang dapat mengakibatkan koma. 
Dari uraian jenis-jenis narkotika atau tepatnya napza di 
atas, maka dapat disimpulkan bahwa narkotika/napza dapat 
digolongkan menjadi 3 (tiga) kelompok. 
1. Golongan narkotika (Golongan I); Narkotika yang hanya 
dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu 
pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta 
mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan 
ketergantungan. Seperti opium, morphin, heroin, dan lain-
lain. 
2. Golongan Psikotropika (Golongan II); Narkotika yang 
berkhasiat pengobatan, digunakan sebagai pilihan terakhir 
dan dapat digunakan dalam terapi dan / atau untuk tujuan 
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pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi 
tinggi mengakibatkan ketergantungan. Seperti ganja, ectacy, 
shabu-shabu,hashis, dan lain-lain 
3. Golongan zat adiktif lain (Golongan III); Narkotika yang 
berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi 
dan / atau tujuan pengebangan ilmu pengetahuan serta 
mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. 
Seperti minuman yang mengandung alkohol seperti beer, 
wine, whisky, vodka, dan lain-lain.12 
4.Hak Milik 
 Hak milik menurut ketentuan Pasal 570 Kitab Undang-undang 
Hukum Perdata adalah, “hak untuk menikmati kegunaan suatu kebendaan 
dengan leluasa dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan 
kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bersalahan dengan undang-undang 
atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak 
menetapkannya, dan tidak mengganggu hak-hak orang lain; kesemuanya 
itu dengan tidak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi 
kepentingan umum berdasar atas ketentuan undang-undang dan dengan 
pembayaran ganti rugi”. 
 Dengan dikuasainya suatu benda berdasarkan hak milik, maka 
seorang pemegang hak milik diberikan wewenang untuk menguasai secara 
                                                          
12Taufik Makarao, Suharsil, Moh. Zakky, 2005, Tindak Pidana Narkotika, penerbit 
Ghalia Indonesia, hlm. 24 
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tentram dan untuk mempertahankannya terhadap siapa pun yang 
bermaksud untuk mengganggu ketentramannya dalam menguasai, 
memanfaatkan serta mempergunakannya. Sehubungan dengan hal 
tersebut Pasal 547 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menentukan 
bahwa “tiap-tiap pemilik suatu kebendaan, berhak menuntut kepada siapa 
pun juga yang menguasainya, akan mengembalikan kebendaan itu dalam 
keadaan berdanya. 
 Selanjutnya pada rumusan pasal 584 Kitab Undang-undang Hukum 
Perdata diimpikan bahwa pemilik suatu benda berhak untuk mengalihkan 
hak milik yang ada padanya kepada orang lain. 
 Dalam kejahatan narkotika sering kita jumpai berbagai modus dalam 
melaksanakan kejahatannya dan salah satu modusnya yaitu pemilik 
menitipkan narkotika kepada orang lain baik, dan seringkali orang yang 
dititipi ini tidak mengetahuinya, maka hal ini berhubungan dengan hak 
menguasai, dala, Pasal 1977 Kitab Undang-undang Hukum Perdata di 
jelaskan bahwa siapa yang menguasai dianggap sebagai pemilik. 
5.Kepemilikan Tanpa Hak 
Penulis secara khusus hanya akan mengemukakan kerangka pikir 
pembuktian unsur ke-2 (dua) dalam Delik Memiliki/Menguasai Narkotika 
yaitu unsur "tanpa hak atau melawan hukum", yang akan diawali dengan 
pembahasan mengenai pengertian “tanpa hak” dan “melawan hukum”. 
Menurut Lamintang, dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), 
wederrechtelitjk dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam 
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arti formil dan melawan hukum dalam arti materil. Menurut ajaran 
wederrechtelitjk dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang 
sebagai bersifat wederrechtelitjk apabila perbuatan tersebut memenuhi 
semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-
undang.13 
Adapun menurut ajaran wederrechtelitjk dalam arti materil, apakah 
suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai wederrechtelitjk atau tidak, 
masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum 
yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum 
umum dari hukum tidak tertulis”. 
Menurut Prof. Satochid Kartanegara, Wederrechtelitjk formil 
bersandar pada undang-undang, sedangkan wederrechtelitjk materil bukan 
pada undang-undang namun pada asas-asas umum yang terdapat dalam 
lapangan hukum atau apa yang dinamakan algemene beginsel.14 
Van Bemmel menguraikan tentang “melawan hukum” antara lain:  1) 
bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat 
mengenai orang lain atau barang; 2) bertentangan dengan kewajiban yang 
ditentukan oleh undang-undang; 3) tanpa hak atau wewenang sendiri; 4) 
bertentangan dengan hak orang lain; 5) bertentangan dengan hukum 
objektif.15 
Berkaitan dengan itu, dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang 
                                                          
13Leden Marpaung, 2008, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Sinar 
Grafika, Jakarta, Cetakan ke-4 pada halaman 44-45, 
14ibid. hlm. 45 
15ibid. hlm. 46 
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Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan 
atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau 
persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas 
rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat 
(1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU No. 35 tahun 
2009 tentang Narkotika). 
 
Dari pembahasan di atas maka dapat diperoleh simpulan sebagai 
berikut di bawah ini : 
1. “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan 
hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis 
(peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum 
umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud 
dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 
2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan 
dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas 
rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau 
pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 
Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-
undangan lain yang bersangkutan. 
2. Walaupun “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari 
“melawan hukum” namun sebagaimana simpulan angka 1 di atas 
yang dimaksud “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 
Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri 
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yang berarti elemen “tanpa hak” dalam unsur ini bersifat melawan 
hukum formil sedangkan elemen “melawan hukum” dapat berarti 
melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. 
Berdasarkan 2 (dua) simpulan di atas maka kata “atau” yang terletak 
di antara frasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” bersifat alternatif dalam 
pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (bestand deel), yaitu apabila 
salah satu elemen terpenuhi maka unsur ke-2 (dua) terpenuhi pula. 
 
Sementara itu, untuk menentukan apakah unsur "tanpa hak atau 
melawan hukum "dapat terpenuhi atau tidak maka terlebih dahulu akan 
dikemukakan pokok-pokok pikiran sebagai berikut : 
Pasal 6 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 
menegaskan: “Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila 
pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, 
mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung 
jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.” 
Ketentuan ini mengandung sedikitnya 3 (tiga) asas hukum fundamental 
sebagai dasar pemidanaan yaitu asas legalitas atau asas “tiada pidana 
tanpa aturan undang-undang yang telah ada” (vide: Pasal 1 ayat (1) KUHP), 
asas culpabilitas yaitu asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (afwijzigheid 
van alle schuld) dan asas “tiada pidana tanpa sifat melawan hukum” 
(afwijzigheid van alle materiele wederrechtelijkheid). 
Ketiga asas di atas yaitu asas legalitas dan asas culpabilitas serta 
asas “tiada pidana tanpa sifat melawan hukum” secara terpadu harus 
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menjadi sandaran dalam Putusan Hakim sehingga Hakim tidak hanya 
mempertimbangkan aspek yuridis (formal legalistik) dengan berpegang 
pada asas legalitas semata melainkan harus pula mempertimbangkan 
aspek non yuridis yang berlandaskan pada asas tiada pidana tanpa 
kesalahan” (afwijzigheid van alle schuld) dan asas “tiada pidana tanpa sifat 
melawan hukum” (afwijzigheid van alle materiele wederrechtelijkheid), 
dengan melihat aspek filosofis dan aspek sosiologis, antara lain aspek 
psikologis dan aspek sosial ekonomis terdakwa dan lain sebagainya 
sehingga diharapkan Putusan tersebut dapat memenuhi 3 (tiga) dimensi 
keadilan, yaitu mendekati keadilan sosial (social justice) dan keadilan 
nurani (moral justice) yang tidak hanya mementingkan keadilan undang-
undang (legal justice) belaka. 
 
Bertolak dari pokok-pokok pemikiran di atas maka dapat diperoleh 
simpulan dimana untuk menentukan apakah terdakwa dapat dipidana atau 
tidak dalam perkara a quo tidak cukup dengan hanya ditinjau sebatas 
materiele daad saja atau tidaklah sekedar membuktikan terdakwa 
memiliki/menguasai narkotika saja secara tanpa hak atau melawan hukum, 
melainkan harus pula mencakupi pembuktian ada tidaknya kesalahan pada 
diri terdakwa dengan bersandar pada asas “tiada pidana tanpa kesalahan” 
(afwijzigheid van alle schuld) dan asas “tiada pidana tanpa sifat melawan 
hukum” (afwijzigheid van alle materiele wederrechtelijkheid) dalam hal 
bagaimana dan dengan cara apa narkotika itu berada di dalam 
pemilikan/penguasaan terdakwa sebagai alas bukti terpenuhi atau tidaknya 
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unsur “tanpa hak atau melawan hukum”. 
 
Adapun tentang ajaran “kesalahan” (schuld) yang dikenal dalam ilmu 
hukum pidana yaitu sebagaimana terurai di bawah ini: 
Kesalahan (schuld) terdiri atas kesengajaan (dolus/opzet) atau kealpaan 
(culpa). Yang dimaksud dengan “kesengajaan” (dolus/opzet) ialah 
perbuatan yang dikehendaki dan si pelaku menginsafi akan akibat dari 
perbuatan itu. Sedangkan yang dimaksud dengan kealpaan (culpa) adalah 
sikap tidak hati-hati dalam melakukan suatu perbuatan sehingga 
menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang disamping dapat 
menduga akibat dari perbuatan itu adalah hal yang terlarang. 
 
 “Kesengajaan” (dolus/opzet) mempunyai 3 (tiga) bentuk yaitu; 1) 
kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk). 2) kesengajaan dengan 
keinsyafan pasti (opzet als zekerheidsbewustzijn) dan 3) kesengajaan 
dengan keinsyafan kemungkinan (dolus eventualis), sedangkan “kealpaan” 
(culpa) dapat dibedakan dalam dua bentuk yaitu kealpaan dengan 
kesadaran (bewuste schuld) dan kealpaan tanpa kesadaran (onbewuste 
schuld). 
 
Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan apabila tidak ada bukti 
yang dapat menunjukkan adanya kesalahan (schuld) dalam hal bagaimana 
dan dengan cara apa narkotika bisa ada dalam kepemilikan (baca : memiliki 
atau menguasai) seseorang maka berdasarkan asas culpabilitas, orang 
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tersebut tidak dapat dipersalahkan telah melakukan delik kepemilikan 
narkotika walaupun secara gramatikal yang bersandar pada asas legalitas 
perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur delik memiliki atau menguasai 
narkotika. 
 
6.Penyalahgunaan 
Pengertian Penyalahguna menurut Pasal 1 angka 15 UU No. 35 
Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika 
tanpa hak atau melawan hukum. Sehingga untuk menentukan suatu 
perbuatan itu bersifat tanpa hak atau melawan hukum, maka perlu diketahui 
terlebih dahulu dasar aturan hukum yang melegitimasi orang untuk bisa 
mempergunakan Narkotika. 
Penyalahgunaan dalam penggunaan narkoba adalah pemakain 
obat-obatan atau zat-zat berbahaya dengan tujuan bukan untuk 
pengobatan dan penelitian serta digunakan tanpa mengikuti aturan atau 
dosis yang benar. Dalam kondisi yang cukup wajar/sesuai dosis yang 
dianjurkan dalam dunia kedokteran saja maka penggunaan narkoba secara 
terus-menerus akan mengakibatkan ketergantungan, depedensi, adiksi 
atau kecanduan. 
Penyalahgunaan narkoba juga berpengaruh pada tubuh dan mental-
emosional para pemakaianya. Jika semakin sering dikonsumsi, apalagi 
dalam jumlah berlebih maka akan merusak kesehatan tubuh, kejiwaan dan 
fungsi sosial di dalam masyarakat. Pengaruh narkoba pada remaja bahkan 
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dapat berakibat lebih fatal, karena menghambat perkembangan 
kepribadianya. Narkoba dapat merusak potensi diri, sebab dianggap 
sebagai cara yang “wajar” bagi seseorang dalam menghadapi dan 
menyelesaikan permasalahan hidup sehari-hari. 
Penyalahgunaan narkoba merupakan suatu pola penggunaan yang 
bersifat patologik dan harus menjadi perhatian segenap pihak. Meskipun 
sudah terdapat banyak informasi yang menyatakan dampak negatif yang 
ditimbulkan oleh penyalahgunaan dalam mengkonsumsi narkoba, tapi hal 
ini belum memberi angka yang cukup signifikan dalam mengurangi tingkat 
penyalahgunaan narkoba.Penyalahgunaan Narkotika akan mempengaruhi 
sifat seseorang dan menimbulkan bermacam-macam bahaya antara lain : 
 
1. Terhadap diri sendiri. 
- mampu merubah kepribadiannya 
- menimbulkan sifat masa bodoh 
- suka berhubungan seks 
- tidak segan-segan menyiksa diri 
- menjadi seorang pemalas 
- semangat belajar menurun 
2. Terhadap keluarga 
- suka mencuri barang yang ada di rumahnya sendiri 
- mencemarkan nama baik keluarga 
- melawan kepada orang tua 
3. Terhadap masyarakat 
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- melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat 
- melakukan tindak kriminal 
- mengganggu ketertiban umum 
 
B. Tindak Pidana Narkotika 
1.Jenis-Jenis Tindak Pidana Narkotika 
Umumnya, jenis-jenis tindak pidana Narkotika dapat dibedakan menjadi 
berikut ini: 
a. Tindak pidana yang menyangkut penyalahgunaan Narkotika Tindak 
pidana penyalahgunaan Narkotika dibedakan menjadi dua macam 
yaitu perbuatannya untuk orang lain dan untuk diri sendiri. 
b. Tindak pidana yang menyangkut produksi dan jual beli Narkotika 
Tindak pidana yang menyangkut produksi dan jual beli disini bukan 
hanya dalam arti sempit, akan tetapi termasuk pula perbuatan ekspor 
impor dan tukar menukar Narkotika. 
c. Tindak pidana yang menyangkut pengangkutan Narkotika 
Tindak pidana dalam arti luas termasuk perbuatan membawa, 
mengirim, mengangkut, dan mentrasito Narkotika. Selain itu, ada 
juga tindak pidana di bidang pengangkutan Narkotika yang khusus 
ditujukan kepada nahkoda atau kapten penerbang karena tidak 
melaksanakan tugasnya dengan baik sebagaimana diatur dalam 
Pasal 139 UU Narkotika, berbunyi sebagai berikut: 
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Nakhoda atau kapten penerbang yang secara melawan hukum tidak 
melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 
atau Pasal 28 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) 
tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling 
sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak 
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 
d. Tindak pidana yang menyangkut penguasaan Narkotika 
e. Tindak pidana yang menyangkut tidak melaporkan pecandu 
narkotika 
Orang tua atau wali memiliki kewajiban untuk melaporkan pecandu 
Narkotika. Karena jika kewajiban tersebut tidak dilakukan dapat 
merupakan tindak pidana bagi orang tua atau wali dan pecandu yang 
bersangkutan. 
f. Tindak pidana yang menyangkut label dan publikasi, Seperti yang 
diketahui bahwa pabrik obat diwajibkan mencantumkan label pada 
kemasan Narkotika baik dalam bentuk obat maupun bahan baku 
Narkotika (Pasal 45). Kemudian untuk dapat dipublikasikan Pasal 46 
UU Narkotika syaratnya harus dilakukan pada media cetak ilmiah 
kedokteran atau media cetak ilmiah farmasi. Apabila tidak 
dilaksanakan dapat merupakan tindak pidana. 
g. Tindak pidana yang menyangkut penyitaan dan pemusnahan 
Narkotika . Barang yang ada hubungannya dengan tindak pidana 
dilakukan penyitaan untuk dijadikan barang bukti perkara 
bersangkutan dan barang bukti tersebut harus diajukan dalam 
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persidangan. Status barang bukti ditentukan dalam Putusan 
pengadilan. Apabila barang bukti tersebut terbukti dipergunakan 
dalam tindak pidana maka harus ditetapkan dirampas untuk 
dimusnahkan. Dalam tindak pidana Narkotika ada kemungkinan 
barang bukti yang disita berupa tanaman yang jumlahnya sangat 
banyak, sehingga tidak mungkin barang bukti tersebut diajukan 
kepersidangan semuanya. Dalam hal ini, penyidik wajib membuat 
berita acara sehubungan dengan tindakan penyidikan berupa 
penyitaan, penyisihan, dan pemusnahan kemudian dimasukkan 
dalam berkas perkara. Sehubungan dengan hal tersebut, apabila 
penyidik tidak melaksanakan tugasnya dengan baik merupakan 
tindakpidana. 
h. Tindak pidana yang menyangkut pemanfaatan anak dibawah umur 
Tindak pidana dibidang Narkotika tidak seluruhnya dilakukan oleh 
orang dewasa, tetapi ada kalanya kejahatan ini dilakukan pula 
bersama-sama dengan anak dibawah umur ( belum genap 18 tahun 
usianya). Oleh karena itu perbuatan memanfaatkan anak dibawah 
umur untuk melakukan kegiatan Narkotika merupakan tindak pidana. 
 Secara aktual, penyalahgunaan Narkotika sampai saat ini mencapai 
tingkat yang sangat memprihatinkan. Hampir seluruh penduduk dunia dapat 
dengan mudah mendapatkan Narkotika, misalnya dari bandar/pengedar 
yang menjual di daerah sekolah, diskotik, dan berbagai tempat lainnya. 
Bisnis Narkotika telah tumbuh dan menjadi bisnis yang banyak diminati 
karena keuntungan ekonomis. 
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 Didalam UU Narkotika telah diatur sedemikian rupa mengenai 
bentuk penyalahgunaan Narkotika, misalnya dalam Pasal 114 Ayat (1) UU 
Narkotika menyatakan bahwa: 
 Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan 
untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual 
beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan 
pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) 
tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit 
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak 
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). 
 Larangan-larangan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 114 
Ayat (1) UU Narkotika diatas menunjukkan bahwa undang-undang 
menentukan semua perbuatan dengan tanpa tanpa hak atau melawan 
hukum untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, 
menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika 
Golongan I karena sangat membahayakan dan berpengaruh terhadap 
meningkatnya kriminalitas. Apabila perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan 
oleh seseorang dengan tanpa hak, maka dapat dikategorikan sebagai 
perbuatan penyalahgunaan Narkotika atau merupakan suatu tindak pidana 
khusus yang dapat diancam dengan sanksi hukum yang berat. 
 Ketentuan mengenai sanksi dalam UU Narkotika sangat besar. 
Sanksi pidana paling sedikit 4 (empat) tahun penjara sampai 20 (dua puluh) 
tahun penjara bahkan pidana mati jika memproduksi Narkotika golongan I 
lebih dari 1 (satu) atau 5 (lima) kilogram. Denda yang dicantumkan dalam 
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undang-undang Narkotika tersebut berkisar antara Rp.1.000.000,00 (satu 
juta rupiah) sampai dengan Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah). 
2.Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika 
 Menurut Anang Iskandar, tujuan dibentuknya UU No. 35 Tahun 2009 
adalah menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi 
sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika, tetapi dikarenakan 
kurangnya pemahaman terhadap tujuan Undang-Undang tersebut, maka 
penyalahguna dikonstruksi dengan pasal di luar pasal pengguna (Pasal 
127) yang berorientasi pada bukan tindakan rehabilitasi. 
 Di dalam Pasal 7  UU No. 35 Tahun 2009 disyaratkan bahwa 
Narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan 
dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya di 
dalam Pasal 8 UU tersebut lebih membatasi penggunaan Narkotika 
golongan I yang hanya digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta 
reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas 
rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sehingga bila 
seseorang yang menggunakan Narkotika melanggar aturan hukum 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan/atau       Pasal  8 UU No. 35 
Tahun 2009 tersebut, maka pelaku tersebut tidak mempunyai hak atau 
perbuatannya bersifat melawan hukum. 
 Pelanggaran aturan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 
dan/atau       Pasal  8 UU No. 35 Tahun 2009 sebagai parameter sifat 
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melawan hukum dalam penyalahgunaan Narkotika tersebut di atas  atau 
dapat dikatakan sebagai sifat melawan hukum secara formil, selaras 
dengan pendapat Simons tentang pengertian sifat melawan hukum formil, 
yaitu suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang saja, 
karena frasa Hukum disini dipandang sama dengan Undang-undang. 
Pasal 127 
(1) Setiap Penyalah Guna: 
a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;   
b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan   
c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 1 (satu)  tahun. 
(2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 ayat (3)    Dalam hal 
Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan 
Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi 
medis dan rehabilitasi sosial. 
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C. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan 
1.Pertimbangan Hukum 
Hukuman atau sanksi yang diatur oleh hukum pidana yang 
mana membedakan hukum pidana dengan hukum yang lain. 
Hukuman dalam hukum pidana ditujukan dalam rangka memelihara 
keamanan dan pergaulan hidup yang teratur. 
Pertimbangan hukum didasarkan pada fakta-fakta yuridis 
yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang 
ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Hal-hal 
yang dimaksud tersebut antara lain: 
a. Dakwaan jaksa penuntut umum 
Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena 
berdasar itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan 
selain berisikan identitas terdakwa, juga memuat uraian tindak 
pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak 
pidana itu dilakukan. Dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim 
adalah dakwaan yang telah dibacakan di depan sidang pengadilan. 
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Dalam kasus ini, terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan 
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di atur 
dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. 
No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 
b. Keterangan terdakwa 
Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa 
di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui 
sendiri atau dialami sendiri. Keterangan terdakwa sekaligus juga 
merupakan jawaban atas pertanyaan hakim, jaksa penuntut umum 
ataupun dari penasihat hukum. 
c. Keterangan saksi 
Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti 
sepanjang keterangan itu mengenai sesuatu peristiwa pidana yang 
ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, alami sendiri dan harus 
disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat 
sumpah. Keterangan saksi menjadi pertimbangan utama dan selalu 
dipertimbangkan oleh hakim dalam putusannya. 
Dalam kasus ini, telah didapatkan keterangan dari saksi-saksi 
antara lain: Viqi Adha selaku pelanggan bengkel terdakwa; Comel 
selaku teman saksi Viqi Adha; dan Rajuk selaku teman serumah 
terdakwa. 
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d. Barang bukti 
Pengertian alat bukti disini adalah semua alat yang dapat 
dikenakan penyitaan dan diajukan oleh penuntut umum di depan 
sidang pengadilan, yang meliputi: 
Pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana 
Dalam praktek persidangan, pasal peraturan hukum pidana itu 
selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Dalam hal ini, 
penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan 
memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa 
telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal 
peraturan hukum pidana. 16 
Kemudian setelah mencantumkan hal-hal tersebut di atas. 
Lazimnya dalam praktik pada putusan Hakim selanjutnya langsung 
dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang 
meringankan. Kalau kita mencermati KUHP, maka adapun alasan-
alasan yang meringankan hukuman dalam KUHP adalah percobaan, 
membantu dan belum dewasa. Alasan-alasan yang memberatkan 
hukum dalam KUHP adalah kedudukan sebagai jabatan, recidive dan 
samenloop. 
                                                          
16http://elibrary.ub.ac.id/Dasar-Pertimbangan-Hakim-Dalam-Menjatuhkan-
Putusan-Pidana-Bersyarat-studi-di-Pengadilan-Negeri-Karanganyar.pdf, 
hlm. 35-38, diakses pada tanggal 18 Oktober 2015 pukul 19.02 WITA. 
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Alasan-alasan yang  mengurangi beratnya hukuman di luar 
KUHP adalah terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan 
keterangan, mengakui kesalahan, dan dia baru pertama kali 
melakukan tindak pidana. 
Alasan-alasan yang menambah beratnya hukuman Di luar 
KUHP adalah terdakwa tidak jujur dan berbelit-belit, tidak mengakui 
kesalahannya, perbuatannya keji dan tidak berperikemanusiaan serta 
pernah melakukan tindak pidana. 
Dalam kasus ini, di temukan beberapa alat bukti antara lain: 
1. 3 (tiga) kemasan plastik bening berisi kristal ukuran berbeda; 
2. Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab.: 
5132/NNF/2014 pada tanggal 28 Agustus 2014 bahwa benar 
kristal tersebut adalah kristal Metamfetamina, terdaftar dalam 
golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik 
Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. 
 
2.Pertimbangan Fakta 
Dalam kasus perkara putusan No.88/Pid.Sus/2014 /PN Tjs, Bahwa 
terdakwa Bahtiar Als Tagor Bin Amin Hamzah pada hari minggu tanggal 10 
Agustus 2014 bertempat di rumah terdakwa di Jalan Serindit rt. 17 
Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten 
Bulungan yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri 
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Tanjung Selor, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, 
menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, 
atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh terdakwa 
dengan cara-cara sebagai berikut: 
Berawal pada saat saksi VIQI ADHA datang ke bengkel milik 
terdakwa untuk memperbaiki motor, kemudian sekitar pukul 18.00 wita, 
saksi VIQI ADHA masuk ke rumah terdakwa untuk berpamitan tetapi pada 
saat saksi VIQI ADHA sampai didalam rumah terdakwa, terdakwa 
menyuruh saksi VIQI ADHA untuk duduk, kemudian saksi VIQI ADHA duduk 
dan melihat terdakwa menyetel alat untuk menghisap sabu atau bong lalu 
terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu, setelah itu terdakwa menyerahkan 1 
(satu) bungkus sabu-sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) 
dengan berat sekitar 0,98 gr (nol koma sembialn delapan gram) yang 
sebelumnya dipersiapkan oleh terdakwa untuk diserahkan kepada saksi 
VIQI ADHA yang sebelumnya mengatakan bahwa ada teman saksi VIQI 
ADHA yang memesan sabu-sabu, kemudian setelah saksi VIQI ADHA 
menerima sabu-sabu tersebut, saksi VIQI ADHA  meletakkan 1 (satu) 
bungkus sabu-sabu tersebut disamping sebelah kiri tempat saksi VIQI 
ADHA duduk, pada saat bersamaan, saksi RAJUK yang tinggal sementara 
di rumah terdakwa, masuk kedalam rumah terdakwa dan melihat 
bungkusan plastik putih disamping kiri saksi VIQI ADHA kemudian saksi 
RAJUK bertanya kepada saksi VIQI ADHA  “bungkusan apa itu?”, lalu 
dijawab oleh saksi VIQI ADHA “Ndak usah lah kau tahu”, kemudian saksi 
VIQI ADHA membawa sabu-sabu tersebut pulang ke rumahnya, tetapi 
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karena takut ketahuan oleh orang tua saksi VIQI ADHA lalu saksi VIQI 
ADHA membawa sabu-sabu tersebut ke rumah Sdr. COMEL, setelah 
sampai di rumah Sdr. COMEL, saksi VIQI ADHA membagi 1 (satu) bungkus 
sabu-sabu yang diperoleh dari terdakwa tersebut menjadi 3 (tiga) kemasan 
plastik bening ukuran berbeda agar tidak tumpah karena 1 (satu) bungkus 
sabu-sabu dari terdakwa tersebut kemasannya terbuka. 
  Bahwa tidak lama kemudian saksi VIQI ADHA diamankan oleh 
Anggota Kodim dan ditemukan 3 (tiga) kemasan plastik bening ukuran 
berbeda, yang sebelumnya saksi VIQI ADHA terima dari terdakwa, dan 
pada saat ditanyakan kepada saksi VIQI ADHA dari mana diperoleh sabu-
sabu tersebut, saksi VIQI ADHA mengatakan bahwa sabu-sabu tersebut 
berasal dari terdakwa. 
 
 
 
 
 
  
44 
BAB III 
METODE PENELITIAN 
A.Lokasi 
Penyusunan skripsi ini didahului dengan suatu penelitian awal. 
Penulis mengadakan penelitian awal berupa mengumpulkan data yang 
menunjang masalah yang diteliti. Selanjutnya Penulis melakukan penelitian 
di Pengadilan Negeri Tanjung Selor. Alasan dipilihnya lokasi penelitian 
adalah karena Pengadilan Negeri Tanjung Selor merupakan instansi yang 
memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, maka sudah tentu 
dokumen-dokumen yang berhubungan dalam perkara tersebut yang 
menjadi bahan untuk analisis dalam penelitian ini, sudah tersedia pada 
instansi tersebut 
B.Jenis dan Sumber Data 
Data yang diperoleh yang akan digunakan penulis dalam penelitian 
ini sebagai berikut: 
1. Data Primer, yaitu data diperoleh secara langsung dari 
sumbernya mengenai masalah-masalah yang menjadi pokok 
bahasan, melalui wawancara dengan narasumber yang 
dianggap  memiliki keterkaitan dan kompetensi dengan 
permasalahan yang ada. 
2. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak 
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langsung dari lapangan, yang berupa sejumlah keterangan yang 
diperoleh dari dokumen, berkas perkara, buku literatur, majalah, 
arsip, buku hasilpenelitian terdahulu serta peraturan hukum yang 
berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data sekunder terdiri 
dari: 
a. Bahan Hukum Primer  , bahan hukum primer yang  
digunakan  dalam penelitian ini, yaitu bahan hukum yang 
terdiri dari  peraturan perundang-undangan di bidang 
hukum yang  mengikat, antara lain UU Narkotika, Kitab 
Undang-undang  Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-
undang Hukum Acara  Pidana (KUHAP) dan Putusan 
Pengadilan Negeri Tanjung  Selor yang meliputi hal-hal yang 
berkaitan dengan  penanganan  masalah tindak pidana 
Narkotika. 
b.Bahan Hukum Sekunder, yaitu  bahan hukum yang 
 memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yaitu 
 hasil karya para ahli hukum berupa buku-buku, hasil 
 penelitian, catatan, dokumentasi kajian- kajian,dan referensi 
 referensi lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. 
c.Bahan Hukum Tersier,   bahan hukum tersier dari penelitian 
 ini adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau 
 penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum 
 sekunder, yaitu kamus hukum. 
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C. Teknik Pengumpulan Data 
a.Wawancara (interview), yakni penulis mengadakan tanya jawab 
dengan pihak-pihak yang terkait langsung dengan masalah yang 
dibahas seperti hakim dan jaksa yang menangani kasus tersebut. 
Dalam pengumpula data diperlukan pedoman wawancara yang 
disusun secara sistematik dan disesuaikan dengan data yang 
diperlukan sebagai bahan analisis. 
b.Studi Dokumentasi, yakni penulis mengambil data dengan 
mengamati dokumen-dokumen dan arsip-arsip yang diberikan 
oleh pihak yang terkait dalam hal ini Pengadilan Negeri Tanjung 
Selor. 
D.Teknik Analisis Data 
Semua data yang dikumpulkan baik data primer maupun data 
sekunder akan dianalisis secara kualitatif yaitu uraian menurut mutu, yang 
berlaku dengan kenyataan sebagai gejalan data primer yang dihubungkan 
dengan teori-teori dalam data sekunder. Data disajikan secara deskriptif, 
yaitu dengan menjelaskan dan mengumpulkan permasalahan- 
permasalahan yang terkait dengan penulisan skripsi ini. 
 
BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
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A. Penerapan Hukum Pidana materil atas Kepemilikan Tanpa Hak dan 
Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sesuai 
Pasal 112 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika 
sesuai Putusan No.88/Pid.Sus/2014/PN.TJS. 
Penerapan sanksi pidana dalam arti umum merupakan bagian dari asas 
legalitas, yang berbunyi: nullum delictum nulla poen sine previa lage 
poenale. Peraturan tentang sanksi yang ditetapkan oleh pembentuk 
undang-undang memerlukan perwujudan dari badan atau instansi dengan 
alat-alat yang secara nyata dapat merealisasikan aturan pidana itu. 
Insfrastuktur penitensier ini diperlukan untuk mewujudkan pidana tersebut, 
dan bila mana badan ini secara hukum dan organisasi telah siap, badan ini 
sebagai pendukung stelsel sanksi pidana. 
Posisi dan Kronologis Kasus 
Bahwa ia terdakwa BAHTIAR Als TAGOR Bin AMIN HAMZAH pada hari 
Minggu tanggal 10 Agustus 2014 sekitar pukul 19.30 Wiita atau setidak-
tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2014 bertempat di rumah 
terdakwa di Jalan Serindit Rt.17 Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan 
Tanjung Selor Kabupaten Bulungan atau setidak-tidaknya pada tempat lain 
yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung 
Selor, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, 
membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau 
menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh terdakwa dengan 
cara-cara sebagai berikut: 
• Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut, ketika saksi 
VIQI ADHA Bin TAHANG selaku pelanggan Bengkel milik terdakwa 
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datang untuk memperbaiki motor, kemudian sekitar pukul 18.00 wita, 
saksi VIQI masuk ke rumah terdakwa untuk berpamitan tetapi pada 
saat saksi VIQI sampai didalam rumah terdakwa, terdakwa 
menyuruh saksi VIQI untuk duduk dan melihat terdakwa menyetel 
alat untuk menghisap sabu atau bong lalu terdakwa mengkonsumsi 
sabu-sabu, setelah itu terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus 
sabu-sabu seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan 
berat sekitar 0,98 gr (nol koma sembilan puluh delapan gram) yang 
sebelumnya di persiapkan oleh terdakwa untuk diserahkan kepada 
saksi VIQI yang sebelumnya mengatakan bahwa ada teman saksi 
VIQI yang memesan sabu-sabu, kemudia saksi VIQI menerima dan 
meletakkan 1 (satu) bungkus sabu-sabu tersebut disamping sebelah 
kiri tempat saksi VIQI duduk, pada saat bersamaan saksi RAJUK 
selaku teman yang tinggal sementara di rumah terdakwa, masuk ke 
dalam rumah terdakwa dan melihat bungkusan plastik putih di 
samping kiri saksi VIQI kemudian saksi RAJUK bertanya “bungkusan 
apa itu?”, lalu di jawab oleh saksi VIQI “Ndak usahlah kau tahu”, 
kemudian saksi VIQI membawa sabu-sabu tersebut pulang ke 
rumahnya, tetapi karena takut ketahuan oleh orang tua saksi VIQI, 
saksi VIQI membawa sabu-sabu tersebut ke rumah Sdr. COMEL 
selaku teman dari saksi VIQI. Setelah sampai di rumah Sdr. COMEL, 
saksi VIQI membagi 1 (satu) bungkus sabu-sabu yang diperoleh dari 
terdakwa menjadi 3 (tiga) kemasan plastik bening ukuran berbeda 
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agar tidak tumpah karena 1 (satu) bungkus sabu-sabu dari terdakwa 
tersebut kemasannya terbuka. 
• Bahwa tidak lama kemudian saksi VIQI diamankan oleh Anggota 
Kodim dan ditemukan 3 (tiga) kemasan plastik bening ukuran 
berbeda, yang sebelumnya saksi VIQI terima dari terdakwa, pada 
saat di tanyakan dimana di peroleh sabu-sabu tersebut, saksi VIQI 
mengatakan bahwa sabu-sabu tersebut berasal dari terdakwa; 
Bahwa tidak lama kemudian terdakwa BAHTIAR Als. TAGOR 
diamankan juga oleh Anggota Kodim di kediaman terdakwa. 
• Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Forensik Polri 
cabang Tanjung Selor yang bertuang dalam Berita Acara 
Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 5132/NNF/2014 
tanggal 28 Agustus 2014 terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) 
bungkus kemasan plastik bening ukuran berbeda berisi serbuk 
Kristal bening sabu dengan berat netto 0,98 gram yang dilakukan 
penyitaan dari saksi VIQI dan terdakwa BAHTIAR Als. TAGOR 
dinyatakan positif mengandung zat metamfetamina yang termasuk 
dalam daftar Narkotika Golongan I (No.Urut 61 Lampiran Undang-
undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika); Bahwa perbuatan 
terdakwa BAHTIAR Als. TAGOR memiliki, menyimpan, menguasai, 
menyediakan Narkotika Golongan I yang mengandung zat 
metamfetamina bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi serta tidak mendapatkan persetujuan 
dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan RI 
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Rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan 
sebagaimana ketentuan Undang-undang RI No.35 Tahun 2009; 
• Bahwa telah dilakukan tes urine kepada Terdakwa dan hasilnya 
adalah positif 
• Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 
114 ayat 1 (satu) dan Pasal 127 ayat 1 (satu) huruf a Undang-undang 
Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 
 
Keterangan Terdakwa 
Terdakwa BAHTIAR Als. TAGOR, di depan persidangan yang pada 
pokonya menerangkan sebagai berikut : 
• Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena 
masalah narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan pada diri 
saksi Viqi Adha pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2014 sekitar 
pukul 16.00 Wita di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan 
Serindit Rt. 17, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan 
Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan; 
• Bahwa terdakwa hanya menitipkan uang kepada saksi Viqi Adha 
sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) agar saksi Viqi 
Adha mencarikan narkotika jenis sabu untuk Terdakwa; 
• Bahwa terdakwa sudah sering membeli narkotika jenis sabu dari 
saksi Viqi Adha, mungkin sekitar 6 (enam) sampai 7 (tujuh) kali; 
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• Bahwa terdakwa sudah mengenal narkotika jenis sabu sejak 
tahun 2001, kemudian sempat berhenti dan lama tidak 
mengkonsumsi lagi; 
• Bahwa Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi narkotika jenis 
sabu pada sekitar 1 (satu) minggu sebelum Terdakwa ditangkap; 
• Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada 
saksi Viqi Adha adalah untuk dikonsumsi sendiri; 
• Bahwa terdakwa tidak pernah menyerahkan narkotika jenis sabu 
kepada Saksi Viqi Adha; 
• Bahwa setelah di tangkap oleh Polisi, terhadap Terdakwa 
kemudian dilakukan tes urine, dan hasilnya adalah positif 
• Bahwa Terdakwa tidak mengenali barang bukti yang diajukan 
dalam persidangan ini. 
 
 
Barang Bukti 
Barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa: 
• 3 (tiga) paket narkotika golongan I jenis sabu dengan berat total 0,98 
(nol koma sembilan puluh delapan) gram; 
• Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan (Narkoba/NAPZA) Nomor 
445/432/LAB-RSUD-TS/VIII-2014 tertanggal 12 Agustus 2014 atas 
nama BAHTIAR Alias TAGOR yang menerangkan telah dilakukan 
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pemeriksaan test/uji saring (screening) urine untuk test 
Narkoba/Napza dengan hasil Positif Benzodiazepines, 
Amphetemine dan Methamphetamine; 
 Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan 
oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk 
memperkuat pembuktian; 
 Berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa 
dihubungkan satu dengan lainnya, maka di peroleh fakta sebagai berikut: 
Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut 
Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu: 
1. Kesatu : Sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) 
 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau; 
2. Kedua : Sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) 
 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;  atau; 
3. Ketiga : Sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat 1 (satu)  huruf a 
Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang  Narkotika. 
Karena dakwaan jaksa penuntut umum berbentuk Alternatif, maka 
Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan kesatu terlebih dahulu, apabila 
dakwaan Kesatu tidak terbukti akan dibuktikan dengan dakwaan Kedua. 
Pemenuhan Unsur 
Adapun majelis hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum dan 
membuktikan dakwaan Kedua Pasal 112 ayat 1 UU RI No.35 Tahun 2009 
dengan unsur-unsur: 
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1) Setiap orang 
2) Dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, 
menyimpan, menguasai atau menyediakan; 
3) Narkotika golongan I bukan tanaman. 
Karena dakwaan Kedua telah terbukti, maka dakwaan Kesatu tidak 
perlu dibuktikan lagi. 
 
A.d.1.Unsur setiap orang. 
Yang dimaksud setiap orang pada dasarnya adalah orang perorangan, 
sedangkan orang perorangan sama artinya dengan manusia. Setiap 
peraturan perundang-undangan dibuat untuk mengatur hidup dan 
kehidupan manusia, termasuk ketentuan-ketentuan tercantum di dalam 
Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka unsur 
setiap orang yang tercantum pada Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI 
No. 35 Tahun 2009 pada dasarnya ditujukan kepada orang atau manusia 
yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana di bidang 
Narkotika 
Berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur “setiap orang” telah terbukti 
secara sah dan meyakinkan menurut hukum 
 
A.d.2 Unsur dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, 
menyimpan, menguasai atau menyediakan: 
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Bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa wewenang atau 
tanpa mempunyai dasar yang dibenarkan untuk melakukan suatu 
perbuatan. Melawan hukum disini adalah melakukan hal-hak yang dilarang 
oleh hukum tertulis atau Undang-Undang (melawan hukum dalam arti 
formal). Berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Republik 
Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa setiap 
kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah. 
A.d.3 Unsur narkotika golongan I bukan tanaman 
Bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I adalah sebagaiman terdaftar 
dalam lampiran I UU No. 35 Tahun 2009. 
Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan 
menyatakan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus kemasan plastik kecil 
berisi serbuk kristal bening (sabu) dengan berat netto 0,98 gram yang di 
sediakan dan dikuasai terdakwa adalah POSITIF mengandung 
metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran 
UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan demikian unsur ini 
telah terpenuhi. 
Jaksa penuntut umum membuktikan dakwaan ketiga Pasal 127 ayat 
1 (satu) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 dengan unsur: 
4) Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri. 
 
A.d.4 Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri 
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Bahwa dimaksud “Penyalahguna” adalah orang yang menggunakan 
Narkotika tanpa hak dan atau melawan hukum. 
Bahwa sedangkan dimaksud “menyalahgunakan” tidak didefinisikan 
didalam “Ketentuan Umum” maupun dalam penjelasan Undang-Undang 
Nomor 35 Tahun 2009, akan tetapi berdasarkan formulasi ketentuan pasal 
7 dan pasal 8 tentang klasifikasi peruntukan Narkotika maupun Narkotika 
Golongan I, yaitu : bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk 
kepentingan pelayanan kesehatan dan /atau pengembangan ilmu 
pengetahuan, dan Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk 
kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika 
golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu 
pengetahuan dan tekhnologi dan untuk reagensia dianostik, serta 
reagensia labolatoium setelah mendapat persetujuan Menteri atas 
rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan, dengan 
demikian dapat disimpulkan pengertian “Menyalahgunakan” artinya 
mengguna atau memakai atau mengkonsumsi Narkotika tidak sesuai 
dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 
2009 atau istilah yuridisnya “menggunakan narkotika tanpa hak dan atau 
melawan hukum. 
Akan tetapi unsur ini tidak disetujui oleh Majelis Hakim karena 
hukuman yang akan di jatuhkan untuk terdakwa pada Pasal ini adalah 
ringan yaitu maksimal 4 tahun. Sedangkan pada Pasal 112 tersebut adalah 
lebih berat, yaitu minimal 4 tahun. 
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Analisis Penulis : 
• Surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum dalam kasus 
ini adalah dakwaan alternatif, dan sebagaimana diketahui bentuk-
bentuk surat dakwaan adalah dakwaan tunggal, dakwaan alternatif, 
dakwaan primer-subsider (berlapis), dan dakwaan komulatif. Pasal-
pasal yang didakwakan kepada terdakwa Bahtiar alias Tagor Bin 
Hamzah adalah: 
1. Pasal 114 ayat 1 (satu) tentang menawarkan untuk dijual, 
 membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli 
 menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I UU N o.  35 
Tahun 2009; atau 
2. Pasal 112 ayat 1 (satu) tentang memiliki, menyimpan,  menguasai 
atau menyediakan Narkotika golongan I UU No.  35 Tahun 2009; atau 
3. Pasal 127 ayat 1 (satu) huruf a tentang penyalahgunaan 
 narkotika golongan I bagi diri sendiri UU No. 35 Tahun 2009. 
 Dalam surat dakwaan alternatif, beberapa perbuatan yang 
didakwakan kepada terdakwa, tetapi cukup satu dakwaan yang dibuktikan. 
Dan jika dakwaan pertama terlah terbukti maka dakwaan yang lain tidak 
perlu dibuktikan. Dalam kasus ini penulis berpendapat bahwa dakwaan 
yang sebaiknya digunakan oleh Jaksa penuntut umum adalah dakwaan 
komulatif karena dalam kasus ini, terdakwa Bahtiar alias Tagor Bin Hamzah 
melakukan 2 (dua) tindak pidana, dimana terdakwa melanggar Pasal 112 
ayat 1 (satu) tentang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan 
Narkotika golongan I UU No. 35 Tahun 2009 dan Pasal 127 ayat 1 (satu) 
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huruf a tentang penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri UU 
No. 35 Tahun 2009. Sehingga seharusnya terdakwa didakwakan dengan 
dakwaan komulatif. Terdakwa Bahtiar alias Tagor Bin Hamzah terbukti 
melanggar 2 (dua) tindak pidana, dimana apabila seseorang melanggar 
lebih dari 1 tindak pidana disebut Concursus Realis sebagaimana 
tercantum pada Pasal 65 sampai Pasal 69 KUHP. Concursus Realis terjadi 
apabila seseorang melakukan lebih dari satu perbuatan, dan dengan 
melakukan perbuatan-perbuatan itu ia telah melakukan lebih dari satu 
tindak pidana.17 
Sebagaimana tercantum dalam Putusan No.88/Pid.Sus/2014/P.Tjs, 
dinyatakan bahwa terdakwa Bahtiar alias Tagor Bin Hamzah menyediakan, 
menyerahkan, memberi narkotika golongan I bukan tanaman kepada 
seorang pelanggan dari bengkel miliknya yang dalam kasus ini dijadikan 
saksi. Dan dinyatakan bahwa hasil tes urine dari terdakwa Bahtiar alias 
Tagor Bin Hamzah terbukti mengandung narkotika golongan I. 
 
B. Pertimbangan Hukum oleh Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi 
Pidana Terhadap Kepemilikan Tanpa Hak dan Penyalahgunaan 
Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Tindak Pidana Narkotika 
Dalam Putusan No.88/Pid.Sus/2014/PN.Tjs 
Pertimbangan Hakim 
                                                          
17A.Z. Abidin Farid, A. Hamzah, Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik dan 
Hukum Penitensier, penerbit Rajawali Pers, hlm. 255 
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Sebelum memutus perkara ini, terdapat hal-hal yang menjadi 
pertimbangan hakim. Pertimbangan Hakim dalam putusan ini adalah: 
Mempertimbangkan mengenai penyangkalan terdakwa atas 
keterangan yang telah diberikannya kepada Penyidik sebagaimana termuat 
dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), yang pada pokonya menerangkan 
jika Terdakwa BAHTIAR Alias TAGOR telah menyerahkan sabu-sabu 
kepada Saksi VIQI ADHA sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp. 300.000 
(Tiga Ratus Ribu Rupiah). Namun ternyata Terdakwa menandatangani 
Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut dengan alasan Terdakwa tidak 
terlalu membaca Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut terlebih dahulu 
karena Terdakwa baru saja sembuh dari sakit. 
Menimbang bahwa dipersidangan jaksa penuntut umum telah 
menghadapkan 5 (lima) saksi yang telah didengar keterangannya dibawah 
sumpah yakni, 1. Viqi Adha, 2. Comel, 3. Rajuk, 4. Dana Brata Tarigan, dan 
5. Gibson Hendra. 
Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang 
bukti seperti yang terlampir diatas. 
Menimbang, keterangan saksi dan keterangan terdakwa dapat 
diperoleh persesuaian suatu perbuatan, kejadian atau keadaan yang 
didukung pula dengan bukti yang ada, sehingga melahirkan kesimpulan 
bahwa terdakwa melakukan tindak pidana, “Secara tanpa hak atau 
melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I 
Bukan Tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 
ayat 1 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. 
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Menimbang, bahwa pidana sebagaimana terurai dalam amar 
putusan, dinilai Majelis Hakim sudah memenuhi rasa kepatutan dan 
keadilan. 
Menimbang, bahwa karena terbukti bersalah maka ia Terdakwa akan 
dijatuhi pidana yang dipandang setimpal dengan perbuatannya serta 
memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai 
berikut: 
Hal-hal yang memberatkan : 
1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program 
 Pemerintah dalam rangka pemberantasan tindak pidana 
 Narkotika. 
2. Terdakwaa sudah pernah dihukum dalam perkara Narkotika. 
3. Terdakwa tidak terus terang mengakui perbuatannya. 
Hal-hal yang meringankan : 
1. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan. 
2. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga. 
Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa telah dikenakan 
penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan 
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 
Menimbang, bahwa pidana sebagaimana terurai dalam amar 
putusan, dinilai Majelis Hakim sudah memenuhi rasa kepatutan dan 
keadilan. 
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Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini telah ditetapkan 
dalam berkas perkara atas nama Viqi Adha Bin Tahang, maka perlu 
ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut 
Umum. 
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan 
sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, 
maka ia harus membayar biaya perkara. 
Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 
dan perundang-undangan serta peraturan lain yang bersangkutan. 
Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut 
Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu ; 
• PERTAMA melanggar Pasal ; 114 ayat 1 UU No. 35 Tahun 2009, 
• KEDUA melanggar Pasal ; 112 ayat 1 UU No. 35 Tahun 2009, 
• KETIGA melanggar Pasal ; 127 ayat 1 huruf a UU No. 35 Tahun 
2009. 
 
Tuntutan Jaksa 
Agar Majelis Hakim Pengadilan Tanjung Selor yang memeriksa dan 
mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut : 
• Menyatakan terdakwa BAHTIAR alias TAGOR Bin HAMZAH 
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak 
pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 
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ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang 
Narkotika; 
• Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BAHTIAR alias TAGOR 
Bin HAMZAH berupa pidana pejara selama 5 (lima) tahun 
dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh 
terdakwa dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar 
rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara dengan perintah agar 
terdakwa tetap ditahan di Lembaga Pemasyarakatan; 
• Menyatakan barang bukti berupa : 
• 3 (tiga) paket narkotika golongan I jenis sabu dengan berat total 
0,98 gram; 
• Dipergunakan untuk pembuktian perkara lain; 
• Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar 
Rp. 5000,- (lima ribu rupiah); 
 
Putusan Hakim 
Berdasarkan uraian dakwaan yang telah dipaparkan oleh jaksa, dan melihat 
fakta yang terungkap dalam persidangan, maka hakim dengan berbagai 
pertimbangannya menyatakan bahwa terdakwa bersalah, berikut adalah : 
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan 
terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan, maka 
selanjutnya Majelis akan menghubungkannya dengan dakwaan jaksa 
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penuntut umum, apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak 
pidana. 
Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum 
dengan dakwaan yang disusun secara alternative yaitu ; 
• PERTAMA melanggar Pasal ; 114 ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 
tentang Narkotika ; Atau 
• KEDUA melanggar Pasal ; 112 ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 
tentang Narkotika ; Atau 
• KETIGA melanggar Pasal 127 ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 
tentang Narkotika. 
Menimbang bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif 
maka pertama-tama Majelis akan mempertimbangkan tentang dakwaan 
YANG OLEH PENUNTUT UMUM DIANGGAP TERBUKTI yaitu melakukan 
tindak pidana tanpa hak atau memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika 
Golongan I bukan tanaman Pasal ; 112 ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009. 
Oleh karena perbuatannya maka terdakwa dijatuhi hukuman pidana 
penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar 
Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila 
denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara sebagai 
pengganti denda selama 2 (dua) bulan. 
Analisis Penulis : 
• Pertimbangan hukum oleh Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana 
Pasal 112 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika 
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terhadap terdakwa Bahtiar Alias Tagor Bin Hamzah atas kepemilikan 
Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, dalam hal ini Hakim 
menjatuhkan putusan terhadap terdakwa Bahtiar Alias Tagor Bin 
Hamzah dengan melihat fakta-fakta persidangan dari keterangan 
saksi-saksi dan juga barang bukti bahwa terdakwa Bahtiar Alias 
Tagor Bin Hamzah telah terbukti secara sah dan meyakinkan dengan 
tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai 
Narkotika golongan I bukan tanaman yang diperkuat dengan alat 
bukti yang secara jelas dikembalikan kepada penuntut umum untuk 
digunakan dalam perkara atas nama Viqi Adha Bin Tahang. Perkara 
ini mengarah pada Pasal 112 (alternatif kedua) yaitu memiliki, 
menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman dan 
bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi serta tidak mendapatkan persetujuan dari pejabat yang 
berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan RI dan rekomendasi 
Kepala Badan Pengawas Obat Makanan sebagaimana Ketentuan 
Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009. Akan tetapi tuntutan 
penuntut umum pada Pasal 127 (alternative ketiga) yaitu 
menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri, tidak 
disetujui oleh Majelis Hakim karena hukumannya lebih ringan 
dibanding Pasal 112. 
Adapun hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari perbuatan 
terdakwa Bahtiar alias Tagor Bin Hamzah adalah: 
Hal-hal yang memberatkan : 
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a. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program 
Pemerintah dalam rangka pemberantasan tindak pidana 
Narkotika. 
b. Terdakwaa sudah pernah dihukum dalam perkara Narkotika. 
c. Terdakwa tidak terus terang mengakui perbuatannya. 
Hal-hal yang meringankan : 
a. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan. 
b. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga. 
Menimbang bahwa terdakwa juga pernah dihukum karena kasus 
penyalahgunaan narkotika, penulis sependapat dan melihat 
bahwa kebijakan hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut 
kurang tepat karena terdakwa Bahtiar alias Tagor Bin Hamzah 
melanggar 2 ketentuan yaitu Pasal Pasal 112 ayat 1 (satu) 
tentang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan 
Narkotika golongan I UU No. 35 Tahun 2009 dan Pasal 127 ayat 
1 (satu) huruf a tentang penyalahgunaan narkotika golongan I 
bagi diri sendiri UU No. 35 Tahun 2009, serta terdakwa diketahui 
merupakan residivis dimana residivis dirumuskan dalam aturan 
khusus, yaitu sebagai alasan pemberatan pidana untuk delik-
delik tertentu.18 
                                                          
18Barda Nawawi Arief “Perbandingan Hukum Pidana”, penerbit RajaGrafindo 
Persada, halaman 164 
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Sehingga hakim seharusnya menjatuhkan hukuman pidana 
penjara yang lebih berat kepada terdakwa Bahtiar alias Tagor 
Bin Hamzah. Perbuatan terdakwa juga merusak generasi muda, 
sebagaimana diketahui bahwa Indonesia sedang berada dalam 
darurat narkotika. Hal tersebut dikatakan Kepala BNN. Menurut 
dia, pada Juni 2015 tercatat ada sebanyak 4,2 juta pengguna 
narkoba dan meningkat pada Oktober 2015 menjadi 5,9 juta 
orang.19 
 
 
BAB V 
PENUTUP 
A.Kesimpulan 
 Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dijelaskan maka 
penulis menarik kesimpulan sebagai berikut : 
1. Ketentuan Pidana Materil dalam Putusan Nomor 
88/Pid.Sus/2014/PN.Tjs tentang tindak pidana kepemilikan 
Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, dimana Terdakwa Bahtiar 
dituntut oleh jaksa dinyatakan bersalah atas perbuatannya 
melanggar Pasal 112 ayat 1 dan Pasal 127 ayat 1 huruf a UU No. 35 
                                                          
19 http://kabar24.bisnis.com/read/20151111/16/490929/kepala-bnn-indonesia-
darurat-narkoba 
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tahun 2009 dijatuhi hukuman pidana penjara selama 5 tahun. 
Berdasarkan fakta persidangan yang telah terjadi baik itu keterangan 
saksi, keterangan terdakwa, dan keterangan ahli semuanya 
menyatakan terdakwa bersalah melanggar Pasal 112 ayat 1 UU RI 
No. 35 Tahun 2009. Hakim menjatuhkan putusan pidana penjara 4 
tahun 6 bulan untuk terdakwa. Hal itu kurang sesuai dengan apa 
yang seharusnya. 
2. Dasar pertimbangan majelis Hakim dalam menjatuhkan Putusan 
Nomor 88/Pid.Sus/2014?PN.Tjs kurang sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku dimana putusan yang dijatuhkan 
berdasarkan atas alat bukti pengakuan tersangka, saksi-saksi dan 
hasil dari laboratorium forensik yang menyatakan bahwa benar itu 
adalah Narkotika Golongan I jenis sabu, majelis hakim dalam 
menjatuhkan putusan juga melihat hal-hal yang meringankan dan 
memberatkan bagi tersangka sehingga tersangka dinyatakan 
bersalah melanggar Pasal 112 ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 dan 
dihukum pidana penjara selama 4 tahun 6 bulan. 
B.Saran 
 Berdasarkan uraian pembahasan yang telah diuraikan maka saran 
penulis mengenai tinjauan yuridis sebagai berikut: 
1. Para penegak hukum dalam hal ini Polisi, Jaksa, dan Hakim haruslah 
bekerja secara profesional, agar dalam kasus-kasus yang lain tidak 
terjadi lagi di ruang lingkup Kota Tanjung Selor. 
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2. Sebaiknya dalam menjatuhkan putusan, Majelis Hakim juga 
mempertimbangkan filosofi pemidanaan dimana terdakwa bukan 
hanya dikenai hukuman badan tetapi juga diberi penetapan berupa 
rehabilitasi sosial. 
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